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ABSTRAK : Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan

informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada

pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Tebo, maka perlu dilaksanakan

pengawasan perizinan sebagaimana dimaksud; bahwa agar dalam pelaksanaan

pengawasan perizinan sesuai dengan standarisasi dan informasi pengawasan

perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko.



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); UU No.25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038); UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801); UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU No.30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601); UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); PP

No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15); Perpres No.97

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Badan Koordinasi

Penanaman Modal No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 271); Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5 Tahun

2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273).



Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dan tata cara pengawasan

perizinan berusaha berbasis risiko di daerah, yang meliputi hak, kewajiban, dan

tanggung jawab pelaku usaha, pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha

berbasis risiko yang mencakup subsistem pengawasan, perencanaan inspeksi

lapangan tahunan, perangkat kerja pengawasan, laporan berkala pelaku usaha,

pembinaan dan sanksi, penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha,

pelaksanaan pengaduan, tindakan administratif atas dasar permohonan pelaku

usaha atau putusan pengadilan, penyelenggaraan pengawasan penanaman

modal, pengawasan rutin, pengawasan insidental, pemantauan laporan, inspeksi

lapangan, pemantauan terhadap pelaksana inspeksi lapangan, pendanaan, serta

ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025.

Batang Tubuh: 18 Halaman

Lampiran: 5 Halaman


